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ABSTRAK 

Sumber daya alam di Indonesia dapat dikatakan sangat melimpah. Berdasarkan 

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menunjukkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia sudah semestinya 

dioptimalkan. Salah satu potensi alam yang sedang dioptimalkan dan 

diperdagangkan di Provinsi Kalimantan Barat yakni tumbuhan kratom. Pada tahun 

2017 Badan Narkotika Nasional memberikan informasi hasil penelitian terhadap 

kratom yaitu merekomendasikan untuk memasukkan kratom sebagai narkotika 

golongan I. Adanya informasi tentang kratom mengandung narkotika menimbulkan 

polemik terhadap kratom sekaligus membuat ketidakpastian hukum dalam 

mengembangkan perdagangan kratom oleh sebab itu penulis ingin mengetahui 

pengaturan hukum sekaligus urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di 

Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian terhadap kaidah hukum. Hasil dari penelitian yaitu 

berdasarkan studi kepustakaan dan pendapat dari para narasumber telah dijelaskan 

bahwa sampai tahun 2021 belum ada pengaturan hukum terkait kratom di Provinsi 

Kalimantan Barat oleh sebab itu izin usaha perdagangan kratom tidаk terlаksаnа di 

Provinsi Kalimantan Barat. Urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di 

Provinsi Kalimantan Barat itu penting karena masyarakat membutuhkan adanya 

pengaturan izin usaha kratom supaya menjamin keselamatan masyarakat sekaligus 

tetap mampu memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan potensi daerah 

melalui perdagangan kratom. 

Kata kunci: Legalitas Kratom, Pengaturan Kratom, Izin Usaha Kratom. 
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ABSTRACT 

Natural resources in Indonesia can be said to be very abundant. Based on Article 

33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia shows that 

natural resources in Indonesia must be optimized. One of the natural potentials that 

are being optimized and implemented in West Kalimantan Province is the kratom 

plant. In 2017 the National Narcotics Agency provided information on the results 

of research on kratom, namely recommending to include kratom as group I. 

Information about kratom containing narcotics has created a polemic against 

kratom and creates legal uncertainty in developing the kratom trade. Researchers 

do research arrangement of kratom trading business licenses in West Kalimantan 

Province. This type of research uses normative legal research, namely research on 

the rule of law. The results of the study, namely based on literature studies and the 

opinions of informants, explained that until 2021 there were no laws and regulations 

related to kratom in West Kalimantan Province, therefore kratom trading business 

permits were not implemented in West Kalimantan Province. The urgency of 

setting up a kratom trade business permit in West Kalimantan Province is important 

because the community needs a kratom business license arrangement to ensure 

public safety while still being able to provide sufficient space for the development 

of regional potential through kratom trade. 

Keywords: Kratom Legality, Kratom Regulation, Kratom Business Permit. 
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